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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterbukaan panitia 

seleksi dalam proses seleksi perangkat Desa Bojongkapol Tahun 2022 di 

Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jumlah partisipan sebanyak 

sepuluh orang. Wawancara, dokumentasi, dan observasi merupakan proses 

pengumpulan data. Selanjutnya, data diperiksa dengan menggunakan teknik 

interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dengan memeriksa ketidakkonsistenan dalam data, peneliti menggunakan 

triangulasi untuk memperkuat validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

sedikit anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan pejabat desa, 

penelitian menyimpulkan bahwa masih ada kurangnya transparansi dalam 

proses ini. Kendala utama yang ditemukan adalah kurangnya sarana dan 

prasarana informasi resmi yang dimiliki oleh pemerintah desa, sehingga 

menyulitkan panitia dalam menyampaikan informasi seleksi kepada masyarakat 

secara efektif. Temuan ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana 

komunikasi dan transparansi dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa guna 

meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. 

Keywords: Transparansi, Seleksi pengangkatan perangkat desa, Partisipasi 

masyarakat 

Abstract: This study aims to examine the level of transparency demonstrated by the selection committee during the 2022 selection 

process of village officials in Bojongkapol Village, Bojonggambir Sub-district, Tasikmalaya Regency. A descriptive qualitative approach 

was used, involving ten participants. Data collection was conducted through interviews, documentation, and observation. The collected 

data were analyzed using interactive techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To ensure the 

validity of the findings, the researcher employed triangulation by cross-checking inconsistencies within the data. The study found that 

only a small portion of the community was involved in the selection of village officials, indicating a lack of transparency in the process. 

The main challenge identified was the absence of official information facilities within the village government, which hindered the 

committee's ability to effectively communicate the selection process to the public. These findings highlight the need for improved 

communication infrastructure and greater transparency in the implementation of village official selection processes, in order to enhance 

community participation and trust. 
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Pendahuluan 

Pengangkatan perangkat desa adalah tindakan yang diambil oleh kepala desa untuk 

mengisi posisi yang kosong dalam perangkat desa. Rencana yang disusun pada tahap awal 

proses pemilihan aparat desa sangat penting untuk memastikan bahwa rekrutmen 

dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 

efektivitas dan legitimasi hasil pemilihan. Namun, semakin matang suatu rencana 

pemerintah justru berpotensi menjauhkan hasil dari harapan menunjukkan adanya 

kompleksitas dalam implementasi kebijakan, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan dinamika sosial. Agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan formal, pejabat desa harus diangkat melalui proses yang transparan dan 

akuntabel.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara umum tentang 

pemilihan peserta pejabat desa, tetapi tidak mengatur secara spesifik tata cara 

pemilihannya. Secara khusus, Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci tentang 

pembentukan tim untuk memilih pejabat desa, tata cara pembentukan tim tersebut diubah 

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan adanya peraturan ini, 

diharapkan proses seleksi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan transparan, sehingga 

menghasilkan aparat desa yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam upaya membangun pemerintahan desa yang kuat, efektif, dan berorientasi 

pada kesejahteraan masyarakat, proses rekrutmen perangkat desa harus dilaksanakan 

dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif warga, 

di mana setiap tahapan seleksi mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran, 

penyaringan berkas, hingga ujian tertulis dan wawancara harus dijalankan secara terbuka 

dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta melibatkan tokoh-tokoh 

masyarakat dan perwakilan warga dalam tim seleksi untuk memastikan objektivitas dan 

menghindari praktik nepotisme dan kolusi; selain itu, kriteria seleksi harus menitikberatkan 

pada kompetensi, kualifikasi, dan integritas calon perangkat desa, bukan hanya 

berdasarkan popularitas atau koneksi politik, sehingga individu-individu yang terpilih 

nantinya memiliki kapasitas dan karakter yang diperlukan untuk mengemban tugas 

pelayanan publik, mengambil keputusan yang bijaksana, dan mengelola sumber daya desa 

secara bertanggung jawab; dengan demikian, Peningkatan kualitas hidup dan 

pembangunan berkelanjutan di tingkat desa merupakan tujuan akhir dari proses ini, yang 

bertujuan untuk membentuk aparatur desa yang kompeten, terpadu, dan berdaya saing 

sesuai dengan keinginan masyarakat.  
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Proses rekrutmen aparatur desa yang sukses, efisien, dan berdedikasi tinggi juga 

diharapkan dapat terwujud. Sementara sebagian besar daerah menggunakan sistem 

otomatis untuk memilih aparatur desa, sebagian lainnya mengandalkan praktik 

penunjukan langsung oleh kepala desa yang sudah teruji sebelum adanya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015, yang mengatur proses 

pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa. Dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, 

yang berupaya untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam 

pengisian jabatan di lingkungan aparatur desa dan untuk menjamin proses pengangkatan 

yang transparan dan hemat biaya, maka disusunlah Permendagri ini. Berikut ini adalah tata 

cara sebelum adanya Permendagri : 

  

Gambar 1. 1 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sebelum Permendagri 

Nomor 83 Tahun 2015 

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025 

Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan perangkat desa melalui 

mekanisme ini masih rendah dan hasilnya pun beragam. Hal ini menyebabkan lahirnya dua 

regulasi, yaitu pertama, Ada dua peraturan yang mengatur pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 

dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 128 Tahun 2019. 

Keterbukaan pemerintah juga turut mendorong popularitas perangkat desa, khususnya di 

Desa Bojongkapol, tempat peraturan tersebut dibuat. Perangkat desa di Desa Bojongkapol, 

Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya dipilih sesuai dengan tata cara yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 128 Tahun 2019 : 
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Gambar 1. 2 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai Permendagri 

Nomor 83 Tahun 2015. 

Sumber: SildePlayer.info 2025 

Untuk menghasilkan pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat 

dan dapat dinilai baik dan bermutu, maka diperlukan tenaga kerja yang berkualitas dan 

profesional dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat. 

Oleh karena itu, peningkatan sumber daya perangkat di tingkat desa sangat penting dan 

menjadi kebutuhan. Sehingga, kepala desa harus mengambil keputusan ketika harus 

memilih pejabat untuk bertugas di desa. Jumlah tanda tangan yang dibutuhkan dari para 

kandidat, lamanya masa jabatan, jabatan yang dipegang, dan proses pemberhentian 

merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat desa secara umum.  

Menurut Fitrianty dkk. (2022), terdapat beberapa masalah dalam sistem pemilihan 

pejabat desa saat ini. Masalah-masalah tersebut antara lain nepotisme, kurangnya tolok 

ukur yang jelas bagi para kandidat, dan penggunaan kriteria seleksi yang tidak relevan. 

Tujuan dari mekanisme adalah untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan kesalahan 

input; mekanisme adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengatasi masalah yang 

muncul selama proses kerja. Menurut temuan Moenir pada tahun 2001, untuk mencapai 

tujuan mereka, kepala desa harus menunjuk pejabat yang mampu melaksanakan tugasnya. 

Dengan cara ini, pemerintah dan organisasi desa dapat bekerja sama untuk mencegah 

penyalahgunaan, praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengangkatan 

pejabat desa, diharapkan dapat lebih akuntabel. Bahasa Indonesia: Untuk melayani 

masyarakat desa dengan lebih baik dan memastikan bahwa para pejabat mematuhi semua 

hukum dan peraturan yang berlaku, penting agar proses pengangkatan dan pemilihan 

pejabat desa berjalan lancar. Namun, banyak masalah muncul dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa karena inkompetensi yang sering terjadi ketika memilih pejabat desa. 

Pada bulan Juni 2022, dilakukan proses seleksi untuk memilih pejabat desa untuk menjabat 
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sebagai Kepala Bagian Perencanaan (KASI) di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, 

Provinsi Tasikmalaya. Pengangkatan pejabat desa di desa ini diatur oleh Peraturan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019, yang berkaitan dengan Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Desa. Kepala desa membentuk panitia seleksi, 

dan tugas mereka adalah memilih pejabat desa baru untuk mengisi posisi kosong di 

pemerintahan desa.  

Dalam hal membangun tim yang kuat yang dapat membuat perbedaan bagi berbagai 

jenis organisasi, perekrutan adalah kuncinya (Mathis dan Jackson, 2001). Berdasarkan hal 

tersebut, instansi memiliki peluang untuk mencapai tujuan pembangunan desa melalui 

rekrutmen dan seleksi perangkat desa. T. Hani Handoko mendefinisikan rekrutmen sebagai 

proses mencari dan menarik kandidat yang berpotensi menjadi pegawai (2001:69). 

Rekrutmen didefinisikan oleh Henry Simamora (1997:212) sebagai upaya untuk 

mengidentifikasi dan menarik kandidat dengan motivasi, kemampuan, dan pengetahuan 

untuk mengisi kesenjangan dalam perencanaan personalia. Proses pencarian dan pemilihan 

sekelompok pelamar dari antara semua pelamar yang melamar ke suatu perusahaan untuk 

mengisi lowongan pekerjaan dikenal sebagai rekrutmen (Veithzal Rivai, 2008:147). Istilah 

rekrutmen didefinisikan oleh R. Wayne Mondy (2008:132) sebagai tindakan yang dilakukan 

oleh suatu bisnis untuk menemukan dan mempekerjakan kandidat yang paling memenuhi 

syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam organisasi pada waktu yang tepat. 

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa proses seleksi 

perangkat desa di Desa Bojongkapol masih kurang transparan dalam hal penyebaran 

informasi kepada masyarakat, yang dibuktikan dengan pemanfaatan media offline maupun 

online yang belum optimal oleh panitia seleksi sebagai sarana penyampaian informasi. 

Dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :  

1. Dimana pengumuman lowongan calon Perangkat Desa sesuai dengan klasifikasinya 

yang dibutuhkan. 

2. seleksi administrasi persyaratan calon Perangkat Desa; dan 

3. tes tertulis dan/ atau wawancara. 

Dimana hal tersebut di informasikan oleh panitia seleksi kepada masyarakat secara 

luas dengan cara mensosialisasikan atau menyebar berita di media sosial, tetapi yang terjadi 

informasi tersebut hanya diinformasikan dengan akses terbatas dan menggunakan media 

yang tidak semua masyarakat desa dapat menjangkaunya. Penelitian ini berfokus pada 

kurangnya transparansi dalam pemilihan perangkat desa. Desa merupakan badan usaha 

milik negara, yang berarti secara hukum desa berkewajiban untuk menyediakan informasi 

yang mudah diakses oleh masyarakat dan menyediakannya dalam bahasa yang sederhana 
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dan mudah dipahami. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dalam pengamatan awal melihat Desa 

memberikan bentuk penyampaian informasinya kepada masyarakat desa baik berupa 

media tercetak dalam bentuk yang mudah dilihat masyarakat desa serta diletakan di 

tempat- tempat strategis. 

Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah otonom dengan tujuan untuk 

mempercepat pembangunan nasional dan memenuhi tuntutan demokrasi serta sebagai 

perwujudan konsep yang berarti pelimpahan wewenang dan hak-hak daerah. untuk 

mengelola pemerintahannya sendiri. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Desa, hal ini 

menyebabkan bertambahnya enam desa, sehingga jumlah total desa di negara ini 

meningkat dari 14 menjadi 26.  

Desa sebagai daerah otonom memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola 

urusan internalnya secara mandiri, termasuk dalam proses pengangkatan dan 

pemberhentian perangkat desa. Kepala desa berwenang memilih dan mengganti pejabat 

sesuai dengan kebutuhan sumber daya desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 

Undang-Undang Desa. Kepala Desa dibantu oleh pejabat di tingkat desa yang bekerja 

melalui kantor desa untuk menetapkan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaannya. 

Selain peran mereka sebagai ahli teknis dan perwakilan daerah, pejabat desa bertanggung 

jawab untuk melaksanakan inisiatif kebijakan kepala desa secara efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan penduduk setempat. 

Kepercayaan, inkonsistensi, ketidakpastian, dan kurangnya jaminan terus berlanjut 

dalam pemerintahan desa karena masalah penyediaan informasi yang tidak efisien oleh 

pemerintah tersebut. Pemerintah berdedikasi untuk mencapai tata kelola yang efektif. 

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang efektif, yaitu memastikan arus informasi yang 

bebas kepada publik, pemerintah harus mematuhi prinsip pemerintahan yang transparan, 

yang juga dikenal sebagai keterbukaan. Kebijakan pemerintah dapat lebih mudah dipahami 

oleh publik ketika kebijakan tersebut terbuka dan transparan tentang bagaimana kebijakan 

tersebut telah dan akan dilaksanakan. Pengawasan publik memungkinkan dilakukannya 

pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja pemerintah menggunakan berbagai data yang 

tersedia untuk publik, termasuk data yang disediakan atau diungkapkan dalam 

pemerintahan. 

 Pengertian transparansi dirumuskan secara jelas Agus Dwiyanto (2006:80). 

"transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintah bagi publik dan jaminan nya 

kemudahan di dalam memperoleh informasi- informasi yang akurat dan memadai" 

Prinsip ini memiliki tiga aspek yaitu pertama mengukur tidak Aksesibilitas 

informasi pelayanan, Transparansi Pelayanan dan kemudahan mendapatkan informasi. 
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Oleh karena itu, penting untuk ditegaskan bahwa Pemerintah Desa harus berpegang teguh 

pada asas keterbukaan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 

24 huruf d Undang-Undang Desa. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, asas ini diartikan sebagai suatu pengertian yang memungkinkan 

masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan desa yang akurat, 

berdasarkan fakta, dan tidak diskriminatif. Gagasan di balik keterbukaan adalah untuk 

memastikan bahwa masyarakat desa dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan 

untuk menjadi bagian dari pengawasan dan pembangunan pemerintah, serta untuk 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. 

Metode Penelitian 

Penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif. Salah satu karakteristik 

utama penelitian kualitatif adalah penekanannya pada pemahaman pengalaman hidup 

subjek penelitian melalui kata-kata dan bahasa mereka sendiri dalam lingkungan alami 

tertentu, sekaligus memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sebagai strategi penelitian, 

metode deskriptif memerlukan pengamatan langsung untuk menggambarkan subjek atau 

objek penelitian, baik itu orang atau organisasi. Sebanyak 10 orang merupakan subjek 

penelitian ini diantaranya BPD, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, kepala kecamatan 

dan desa, ketua panitia seleksi, anggota tim seleksi, dan masyarakat umum. 

Hasil dan Pembahasan 

Transparansi Proses Seleksi Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol 

Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. 

Pengangkatan perangkat desa merupakan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa 

untuk mengisi kekosongan jabatan dalam struktur perangkat desa, yang bertujuan menjaga 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses ini memerlukan perencanaan yang 

sistematis dan terukur pada tahap awal, guna memastikan pelaksanaannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tidak 

hanya berfungsi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi, tetapi juga 

berkontribusi pada peningkatan efektivitas kerja perangkat desa serta memperkuat 

legitimasi hasil pengangkatan di mata masyarakat. Dalam proses penyelenggraan 

pengangkatan perangkat desa perlu adanya trasparansi untuk mencapai tujuan yang di 

inginkan. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai jaminan bahwa 

masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang 

pemerintah. Berikut ini adalah unsur-unsur transparansi pemerintah: 
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1. Mengukur seberapa transparan lembaga pemerintah. 

2. Menunjukkan seberapa mudah aturan dan proses penyediaan layanan bagi pihak 

lain yang terlibat. 

3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai bagian dari 

penyediaan layanan publik. 

Observasi lapangan dan wawancara dengan panitia terkait dan Pemerintah Desa 

Bojongkapol dilakukan oleh peneliti dalam hal ini untuk mengetahui tingkat transparansi 

dalam proses seleksi perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, 

Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Dalam penelitian ini disertakan hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti lain.  

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan wawancara lanjutan yang telah dikumpulkan 

dan diuji dengan berbagai hipotesis yang telah ada sebelumnya. Salah satu teori yang 

dijadikan bahan pertimbangan adalah teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto 

(2006:80). Secara definisi, transparansi pemerintah adalah menyediakan semua informasi 

yang relevan dan akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa 

ukuran transparansi pemerintah: 

Mengukur Tingkat Keterbukaan Penyelenggaraan Publik 

Pada tahun 2022, penelitian ini menemukan bahwa terkait tingkat keterbukaan 

administrasi publik, proses seleksi panitia perangkat desa di Desa Bojongkapol, Kecamatan 

Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya masih belum transparan. Hal ini disebabkan oleh 

empat (4) indikator yang belum terpenuhi, yaitu biaya panitia, biaya peserta, waktu yang 

dibutuhkan untuk menyeleksi perangkat desa, dan metode yang digunakan. Salah satu 

tanda nyata dari kondisi ini adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan, biaya, 

dan prosedur yang terlibat dalam seleksi perangkat desa. Kendala waktu dan tidak adanya 

infrastruktur dan fasilitas informasi yang memadai di daerah pedesaan menyebabkan 

sulitnya melakukan sosialisasi yang bermakna baik secara daring maupun luring. Menurut 

Agus Dwiyanto (2006:80), tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan 

menyediakan informasi tentang pemerintahan kepada masyarakat dan menjamin bahwa 

informasi tersebut akurat dan relevan. Untuk itu, penting untuk menyediakan sarana dan 

prasarana informasi yang meningkatkan saluran informasi kepada masyarakat dan 

mengukur tingkat keterbukaan pemerintahan. 

a. Kemudahan Pemahaman Terhadap Peraturan Dan Prosedur Oleh Pengguna 

(Stakeholders) Yang Lain 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi dalam 

proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di Desa 
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Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, 

khususnya dalam aspek kemudahan pemahaman terhadap peraturan dan prosedur 

oleh pengguna (stakeholders) yang lain, belum berjalan secara optimal. Hal ini 

disebabkan oleh belum optimalnya dua indikator utama, yaitu pemahaman 

masyarakat mengenai peraturan yang berlaku untuk menjadi perangkat desa dan 

pemahaman masyarakat terhadap prosedur seleksi yang diterapkan. Rendahnya 

tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan prosedur yang digunakan 

oleh panitia selama proses seleksi menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan seleksi 

pengangkatan perangkat desa belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini terutama 

disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana di bidang informasi yang 

dimiliki oleh desa, sehingga panitia mengalami kesulitan dalam menyampaikan 

informasi terkait peraturan dan prosedur kepada masyarakat secara efektif dan 

merata. Padahal, penyediaan sarana dan prasarana informasi yang memadai sangat 

diperlukan sebagai alat ukur tingkat transparansi yang diberikan oleh panitia 

maupun pemerintah desa. Penyediaan fasilitas informasi yang memadai tidak hanya 

berfungsi untuk meningkatkan saluran komunikasi kepada masyarakat, tetapi juga 

menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat keterbukaan pemerintah desa. 

Menurut teori Agus Dwiyanto (2006:80), tata kelola pemerintahan yang baik hanya 

dapat dicapai melalui pemberian informasi kepada masyarakat tentang cara kerja 

pemerintah dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi 

yang akurat dan relevan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan desa dan memastikan bahwa proses pemilihan pejabat bersifat 

transparan dan akuntabel, perluasan sumber daya dan infrastruktur informasi 

menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan. 

b. Kemudahan Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Berbagai Aspek 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa transparansi dalam 

proses seleksi pengangkatan perangkat desa oleh panitia seleksi di Desa 

Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022, 

khususnya dalam aspek kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai 

berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan secara optimal. 

Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya dua (2) dan satu (1) yang sudah optimal 

indikator utama, yaitu adanya media yang menjadi penyampaian informasi 

mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa, motode penyampaian informasi 

mengenai seleksi pengangkatan perangkat desa dan satu (1) indikator yang sudah 

optimal yaitu, Pemahaman masyarakat mengenai penggunaan media yang 



 

Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (JAPD)  

10 
 

digunakan dalam penyampian informasi seleksi pengangkatan perangkat desa. 

Penerapan keterbukaan informasi dalam proses seleksi pengangkatan perangkat 

desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan 

partisipasi masyarakat. Dampak positifnya terlihat dari peningkatan akses dan 

pemahaman masyarakat terhadap informasi seleksi melalui pemanfaatan sarana dan 

prasarana informasi yang memadai, sehingga proses seleksi dapat berjalan secara 

lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Namun demikian, terdapat pula dampak 

negatif yang muncul apabila sarana dan prasarana informasi tidak tersedia atau 

tidak optimal, yang menyebabkan informasi tidak tersebar secara merata, 

menurunnya partisipasi masyarakat, serta menimbulkan persepsi kurangnya 

transparansi yang pada akhirnya dapat mengganggu legitimasi proses seleksi 

perangkat desa. 

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa dan panitia seleksi untuk 

mengupayakan pengadaan dan pengelolaan sarana serta prasarana informasi yang 

representatif, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Upaya ini harus disertai 

dengan strategi penyampaian informasi yang komprehensif, baik melalui media digital 

resmi maupun metode sosialisasi yang merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

bersikap terbuka dan jujur kepada masyarakat bukan hanya sekadar hal yang baik dalam 

administrasi; tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan akuntabilitas, 

keterlibatan publik, dan membangun kepercayaan terhadap cara kerja pemerintahan desa. 

Sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, pembentukan lembaga pemerintahan desa 

yang sah dan efisien dapat dibina melalui penerapan prinsip transparansi yang 

berkelanjutan dan efektif.  

Diskusi 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai Transparansi Proses Seleksi 

Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi di Desa Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, belum berjalan optomal dibuktikan dengan adanya 

beberapa indikator Transparansi menurut Agus Dwi Yanto (2006:80) yang belum optimal. 

Dalam dimensi pengukuran tingkat keterbukaan proses pelayanan publik, hasil 

observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut masih belum optimal, 

sebagaimana dibuktikan oleh keempat indikator, yakni transparansi dalam penyampaian 

informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang belum terlaksana secara 

maksimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan 

akses terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya 

partisipasi dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 
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Adapun ke empat indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam 

Trasparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa 

Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu:  

1. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk melamar sebagai perangkat desa berdampak langsung pada minimnya 

partisipasi masyarakat dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa. 

Kurangnya sosialisasi yang efektif terkait persyaratan administrasi maupun 

substantif menyebabkan calon pelamar tidak memiliki informasi yang memadai, 

sehingga mengurangi minat dan keterlibatan masyarakat dalam mengikuti tahapan 

seleksi tersebut. 

2. Belum terjalinnya kerjasama yang efektif antara pemerintah dengan dinas terkait 

dalam proses pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat 

Keterangan Sehat menyebabkan peserta harus menempuh jarak sekitar 56 km dari 

desa. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, antara lain kesulitan akses dan 

meningkatnya beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh peserta. 

3. Keterbatasan waktu untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi 

kepada masyarakat terjadi akibat pengunduran diri secara mendadak oleh 

perangkat desa sebelumnya yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (P3K) pada formasi guru, Kondisi ini menyebabkan terjadinya 

kekosongan jabatan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan yang harus segera diisi agar 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa tetap berjalan optimal. Selain itu, 

percepatan pengisian jabatan tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah 

terjadinya penyaluran gaji atau penghasilan tetap (Siltap) yang tidak tepat sasaran, 

yakni agar anggaran yang dialokasikan tidak lagi mengalir kepada perangkat desa 

yang telah mengundurkan diri, namun tetapi waktu pelaksanaan sosialisasi menjadi 

kurang maksimal dan menyebabkan informasi yang disampaikan tidak tersebar 

secara merata ke seluruh masyarakat.  

4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk menjadi perangkat 

desa, yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi 

masyarakat dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, sebagaimana 

tercermin dari hanya tiga orang pelamar yang mendaftar dari sepuluh kedusunan 

yang ada di Desa Bojongkapol. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya 

pemahaman terhadap peraturan yang berlaku menjadi faktor utama yang 

menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi perangkat desa 
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Dimensi Merajuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat 

dipahami oleh pengguna stakeholders yang lain, hasil observasi dan wawancara 

menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan 

oleh dua indikator, yakni Pemahaman masyarakat mengenai Peraturan dan Prosedur yang 

digunakan pada saat seleksi pengangkatan perangkat desa Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap informasi yang 

dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepercayaan 

publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

Adapun ke dua indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam 

Trasparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa 

Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu: 

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi 

pengangkatan perangkat desa, sebagaimana tercermin hanya tiga orang pelamar 

yang mendaftar dari sepuluh kedusunan yang ada di Desa Bojongkapol. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku 

menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam seleksi 

perangkat desa. 

2. Keterbatasan waktu yang dialokasikan oleh panitia untuk melakukan sosialisasi 

menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman 

masyarakat terhadap prosedur yang diterapkan, sehingga partisipasi masyarakat 

dalam proses seleksi menjadi kurang optimal. 

Dimensi Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraan pelayanan publik, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa 

keterbukaan tersebut masih belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh dua indikator, 

yakni Adanya media yang menjadi penyampaian informasi mengenai seleksi 

pengangkatan perangkat desa dan Metode penyampaian informasi mengenai seleksi 

pengangkatan perangkat desa yang belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap 

informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat berdampak pada rendahnya partisipasi dan 

kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

Adapun ke dua indikator yang belum optimal dan menjadi penghambat dalam 

Trasparansi Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa 

Bojongkapol Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu: 

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa, seperti tidak tersedianya 

situs web resmi milik desa, terbukti mengakibatkan penyampaian informasi kepada 

masyarakat menjadi kurang optimal. 
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2. Kurangnya pemerataan dalam penyebaran banner secara offline, pelaksanaan 

sosialisasi yang kurang efektif, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

oleh desa menyebabkan distribusi informasi hanya dapat dilakukan melalui akun 

media sosial milik panitia dan perangkat desa. Hal ini dibuktikan dengan 

terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, sehingga 

efektivitas penyebaran informasi menjadi kurang optimal. 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan mengenai Transparansi Proses 

Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Oleh Panitia Seleksi Di Desa Bojongkapol Kecamatan 

Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dari itu penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Panitia 

seleksi dan pemerintah desa wajib melakukan sosialisasi secara efektif terkait 

pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa. Sosialisasi ini mencakup 

informasi mengenai persyaratan administrasi, biaya yang digunakan oleh panitia 

dan biaya yang dikeluarkan oleh peserta, waktu pelaksanaan, serta prosedur yang 

digunakan dalam proses seleksi. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan 

tingkat transparansi yang dijalankan oleh panitia seleksi dan pemerintah desa 

selama proses pengangkatan perangkat desa. Pelaksanaan sosialisasi dapat 

dilakukan secara offline dengan berkoordinasi bersama berbagai lapisan lembaga 

desa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan seperti karang taruna. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat penyebaran informasi dalam waktu 

yang singkat. Selain itu, pemanfaatan media online juga memiliki peran signifikan 

dalam mempercepat dan memperluas jangkauan informasi yang diterima oleh 

masyarakat. 

2. Merajuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami 

oleh stakeholders yang lain. Karena sarana dan prasarana di bidang informasi di 

Desa Bojongkapol masih kurang memadai, Pemerintah Desa Bojongkapol dan 

panitia seleksi dituntut untuk menerapkan pendekatan sosialisasi yang lebih efektif, 

antara lain dengan melakukan tindak lanjut (follow up) terhadap hasil sosialisasi 

yang telah dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam proses seleksi 

pengangkatan perangkat desa, serta memastikan bahwa informasi dapat tersebar 

secara merata dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 

3. Merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 

penyelenggaraa pelayanan publik. Desa Bojongkapol perlu melengkapi sarana dan 
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prasarana di bidang informasi guna meningkatkan kemudahan akses masyarakat 

terhadap informasi desa. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembuatan situs web 

resmi dan akun media sosial resmi milik desa, sehingga masyarakat dapat 

memperoleh informasi secara cepat, transparan, dan akurat. Selain itu, penyebaran 

informasi juga dapat diperkuat dengan memanfaatkan media cetak, seperti 

pemasangan banner atau pengumuman di lokasi-lokasi strategis yang mudah 

dijangkau masyarakat, seperti balai dusun, pos ronda, atau papan informasi desa. 

Dengan demikian, tingkat transparansi dan optimalisasi pelayanan publik di Desa 

Bojongkapol dapat tercapai secara maksimal.  

Kesimpulan 

Dalam hal ini, kurangnya keterbukaan dalam menyeleksi perangkat desa di Desa 

Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 merupakan 

kemungkinan adanya keterkaitan antara hasil penelitian dengan pembahasan yang 

menyertainya. Hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan 

dengan berbagai contoh dari 80 indikator yang termasuk dalam komponen transparansi, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Dwi Yanto (2006). Meskipun panitia seleksi dan 

pemerintah desa telah melaksanakan transparansi serta sosialisasi secara offline, partisipasi 

aktif masyarakat dalam mengikuti seleksi pengangkatan perangkat desa masih tergolong 

rendah, yang ditandai dengan hanya tiga pelamar dari sepuluh kedusunan yang ada di 

Desa Bojongkapol. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana 

informasi resmi yang dimiliki desa, seperti ketiadaan situs web resmi maupun media sosial 

resmi desa, sehingga menghambat transparansi dan penyebaran informasi secara luas, 

khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi secara online oleh panitia maupun pemerintah 

desa. 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis menyarankan agar pemerintah 

desa menyediakan sarana dan prasarana informasi resmi milik desa sebagai media 

penyampaian informasi terkait seleksi pengangkatan perangkat desa. Sarana dan prasarana 

tersebut tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai seleksi, tetapi 

juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi terkait 

program-program yang dijalankan, termasuk penggunaan dana desa. Dengan demikian, 

Proses seleksi pejabat desa perlu dilakukan secara terbuka. Hasilnya pun akan memuaskan. 

Selain itu, masyarakat pun cenderung lebih percaya kepada seluruh perangkat desa karena 

transparansi yang semakin baik, karena selama ini masyarakat selalu berpegang pada asas 

keterbukaan. 
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